
 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

247 
 
 

INTELLECTUAL CAPITAL: AKUNTABILITAS, TANTANGAN DALAM 
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAHAN 

 
Aryo Prakoso, Zarah Puspitaningtyas 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 
 

Abstrak 

Tata Kelola Organisasi pemerintahan di Indonesia wajib memiliki kosakata dan 
meaksanakan akuntabilitas. Realitasnya pengungkapan laporan baik dari finansial 
maupun non finansial masih ragu atau terbatas. Padahal hal tersebut telah tegas 
disyaratkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pasal 2 tentang akuntabilitas. 
Permasalahan Akuntabilitas aparatur birokrasi yang akut ketika kesadaran 
pertanggungjawaban kepada atasan, tidak penting atau bahkan bukan kepada kolega, 
kelompok ataupun rakyat. Model seperti ini membuat kepedulian terhadap kepentingan 
dan misi organisasi menjadi rendah. Paper ini merupakan sebuah tinjauan interpretif 
atas praktek akuntabilitas kinerja penganggaran pemerintah dari perspektif Intellectual 
Capital. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif atau pendekatan kualitatif, 
dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini 
sangat sesuai untuk kondisi Indonesia karena masih terbatasnya implementasi 
Intellectual Capital dalam sistem penganggaran di indonesia. Hasil analisis diharapkan 
mampu mengkonfirmasi pentingnya pemahaman atas dimensi teoritis dan praktis 
Intellectual Capital sebagai pendorong akuntabilitas pemerintahan demi perbaikan dan 
kesejahteraan rakyat Indonesia, serta mampu memberikan kontribusi pemahaman atas 
pengukuran kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran.  
 
Kata kunci: Akuntabilitas, Peningkatan kinerja, Intellectual Capital. 
 

 

PENDAHULUAN 

Gejolak ekonomi, sosial, Krisis moneter hingga berlanjut kepada krisis ekonomi dan 

krisis multi dimensi medio 1996 sampai tahun 1998,telah membuktikan bahwa telah 

terjadi sesuatu yang salah terhadap tata kelola negara Indonesia. Sorotan tajam terjadi 

dalam sektor ekonomi dan politik, dimana sistem ekonomi yang kolaps, sistem sosial 

yang timpang, serta sistem politik yang statis yang dibuktikan oleh kepemimpinan 

seorang kepala negara selama 32 tahun. Faktor yang mempercepat efek kehancuran 

ekonomi adalah menguap dengan cepat kepercayaan masyarakat, besarnya utang luar 

negeri yang segera jatuh tempo, situasi perdagangan internasional yang kurang 

menguntungkan, dan total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 milyar 

dollar AS, sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka 

pendek, di mana sekitar 20 milyar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998. 

Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 milyar dollar AS.(kompas 

21 desember 1998) Kesewenangan, kemiskinan, pembangunan yang tidak merata serta 

krisis kepercayaan yang akut di negara Indonesia menyebabkan terpuruknya bangsa ini. 
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Salah satu tinjauan pembelajaran di orde baru adalah miskinnya akuntabilitas atau 

bahkan tertutupnya informasi akuntabilitas pemerintahaan. Retorika idiom asal bapak 

senang seperti menjadi hal lumrah pada zaman tersebut. Secara teoritis, Starling 

(1998;164) dalam Kumorotomo (2005) mengatakan bahwa akuntabilitas  ialah 

kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. Segala informasi keterbukaan yang 

dikehendaki di era tersebut sulit diwujudkan. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan  

pertanggungjawaban pemerintah yang diwakilkan oleh anggota dewan seolah hanya 

retorika belaka,yang tidak mencerminkan kejelasan dan keterbukaan informasi publik, 

kualitas pelayanan publik. Mengutip Dwiyanto (2010), birokrasi memandang 

akuntabilitas secara sederhana, yaitu sebatas hubungan bawahan dengan atasannya. 

(Mantan) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan 

RB) Yuddy Chrisnandi memaparkan hasil evaluasi ditunjukkan dalam bentuk nilai dan 

predikat, yaitu D (20-30), C (30-50), CC (50-60), B (60-70), BB (70-80), A (80-90), AA 

(90-100), hasilnya Pada tahun 2015, penilaian tingkat akuntabilitas lembaga 

pemerintahan, kementerian dan setingkat menteri yang diikuti 77 kementerian/lembaga 

dengan kategori yang dibagi diperoleh nilai AA dengan 0 lembaga/kementerian, 

peringkat A 4 lembaga, peringkat BB 21, peringkat B 36, peringkat CC 16. Untuk 

pemprov, yang mendapatkan D 1 pemprov, CC 13, C 3, B 8, BB 7 dan A 2 pemprov 

(Menpan.go.id). Sedangkan untuk penilaian tingkat kabupaten atau kota memiliki data 

sebagai berikut. 

 

Sumber: www.menpan.go.id 
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Dari hasil survei tersebut dapat dilihat tingkatan akuntabilitas lembaga atau 

organisasi pemerintahan di Indonesia masih berkisar di kategori B dengan range 60-

70.tetapi juga masih banyak lembaga atau organisasi yang tingkatan akuntabilitasnya 

dibawah B atau sebesar 17 instansi, sedangkan untuk tingkat kabupaten atau kotayang 

memiliki akuntabilitas baik masih berkisar di angka 25% tahun 2012. Hal ini masih 

menjadi suatu keprihatinan akan transparansi akuntabilitas organisasi yang melayani 

masyarakat. 

Permasalahan Akuntabilitas seorang aparat birokrasi yang akut ketika 

pertanggungjawabannya kepada atasan, tidak penting atau bahkan bukan kepada 

kolega,kelompok ataupun rakyat. Model seperti ini membuat kepedulian terhadap 

kepentingan dan misi organisasi menjadi rendah.Denhardt (1998;18) dalam 

Kumorotomo (2005) menawarkan literatur akuntabilitas dikaitkan dengan kualitas 

subyektif, berupa tanggung jawab para pejabat publik dan di lain pihak banyak menyebut 

pentingnya kontrol struktur yang menjamin pertanggung jawaban tersebut. Di sisi lain, 

Dwiyanto (2010) membagi kepercayaan ke dalam dua jenis yaitu political trust dan social 

trust. Dalam perspektif politik, kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga 

pemerintah dan para pemimpinya dapat memenuhi janji, efisien,adil dan jujur, 

sedangkan dalam sosial trust adalah kepercayaan dan harapan masyarakat kepada 

organisasi publik. 

Pergerakan reformasi tahun 1997-1998 dengan pergantian pucuk pimpinan, 

perubahan tata kelola pemerintahan melalui amandemen, sedikit banyak telah 

memunculkan harapan baru. Akan tetapi estafet perubahan orde baru ke orde reformasi, 

masih saja tetap terjadinya hambatan. Kumorotomo (2005) banyak  perilaku birokrat 

yang masih berorientasi pada kekuasaan bukannya kepentingan publik ataupun 

pelayanan publik serta adanya perbedaan yang besar antara apa yang diinginkan oleh 

rakyat dengan apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan. Kegagalan administrasi 

publik dalam menjembatani kepentingan elit politik dan rakyat pada umumnya, 

mendorong rakyat agar birokrasi menjadi netral. Dengan adanya kontrol dan 

akuntabilitas yang kuat, diharapkan rumusan kebijakan oleh birokrat tidak lagi 

berorientasi sempit semata. Dalam Undang-Undang Aparatur sipil Negara tahun 2014, 

Pasal 10  fungsi aparatur negara dijabarkan sebagai a. pelaksana kebijakan publik; b. 

pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa.  Serta dalam Pasal 11 Pegawai 

ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan 

pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan 
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kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 2 asas yang 

dianut oleh ASN adalah akuntabilitas, yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pandangan Dwivedi 

dan Jabbra (1989) akuntabilitas pelayanan publik merupakan metode yang digunakan 

oleh lembaga publik dan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dan 

proses yang seharusnya dilakukan lembaga atau pejabat publik untuk 

mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang dilaksanakan. Dipandang sebagai 

sebuah strategi untuk memenuhi standar yang dapat diterima dan sebagai cara untuk 

mengurangi penyalagunaan kekuasaan dan kewenangan.Polidano (1998) 

membedakan akuntabilitas menjadi dua yaitu akuntabilitas langsung dan akuntabilitas 

tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada 

pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan 

akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai 

komando tertentu. 

Pada realitas umum, organisasi pemerintahan di Indonesia masih memiliki 

kosakata terbatas atas akuntabilitas. Pengungkapan laporan baik dari finansial maupun 

non finansial masih ragu atau terbatas. Padahal hal tersebut telah tegas disyaratkan 

dalam undang undang Aparatur sipil negara pasal 2 tentang akuntabilitas.  

Laporan transparasi keuangan hasil dari produk akuntansi tradisional yang 

menekankan pada penggunaan asetberwujud (tangible asset). Masih terbatas, Padahal, 

dengan adanya perubahan lingkungan knowledge based information,juga terdapat 

aspek asettakberwujud (Intangible Asset). Laporan keuangan tradisional tidak mampu 

menyajikan informasi mengenai Knowledge Based processes dan 

asettakberwujudsecarautuh (Pramelasari, 2010). Hal tersebut menjadikan laporan 

organisasi tidak mampu menyajikan informasi yang cukup tentang kemampuan 

organisasi atau lembaga pemerintahan untuk menciptakan nilai dan menjadi sangat 

tidak mempresentasikan gambaran kinerja. 

Tanpa disadari, Banyak investasi pemerintahan dalam berbagai intangible asset 

tidak diungkapkan pada laporan keuangan karena adanya keterbatasan criteria 

akuntansi pada saat pengakuan dan penilaian asset tersebut. Intangible asset yang baru 

seperti kompetensi karyawan, hubungan pelanggan, system administrasi dan komputer 

tidak mendapatkan pengakuan dalam model keuangan tradisional dan pelaporan 

manajemen (Stewart, 1997). Akibat dari tidak dilaporkannya intangible asset, laporan 

keuangan organisasi menjadi kurang informative karena tidak dapat melaporkan nilai 
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makna akuntabilitas secara utuh. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam 

penilaian dan pengukuran intangible asset adalah pendekatan Intellectual Capital yang 

telah menjadi focus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi 

informasi, sosiologi, maupun akuntansi (Petty dan Guthrie, 2000) 

Artikel ini merupakan sebuah tinjauan interpretif atas praktek akuntabilitas kinerja 

penganggaran pemerintah dari perspektif Intellectual Capital.  Hasil yang disajikan dari 

analisis paper ini diharapkan mampu mengkonfirmasi pentingnya pemahaman atas 

dimensi teoritis dan praktis Intellectual Capital sebagai pendorong akuntabilitas 

pemerintahan demi perbaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta mampu 

memberikan kontribusi pemahaman atas pengukuran kinerja pemerintah dalam 

mengelola anggaran. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif atau pendekatan kualitatif, 

dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 

kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai obyek studi.  

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah gagasan para pakar (pakar lain), 

konsepsi yang telah ada, aturan (rule) yang mengikat obyek ilmu beserta profesinya.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sesuatu masalah yang menjadi topik 

penelitian atau konsepsi tersebut.  Pendekatan ini sangat sesuai untuk kondisi Indonesia 

karena masih terbatasnya implementasi Intellectual Capital dalam sistem penganggaran 

di indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

Erat kaitannya auntabilitas dengan transparansi anggaran. Sistem angaran yang 

dikenal terdiri model tradisional maupun sistem anggaran new public manajemen 

masing masing masih memiliki keunggulan dan kelemahan. Tidak terlepas kelebihan 

maupun kekuarangan tipe model anggaran yang dipakai seluruhnya harus masuk dalam 

syarat akuntabilitas. Dwivedi dan Jabbra (1989) menguraikan akuntabilitas pelayanan 

publik  yang mencakup lima elemen sebagai berikut; pertama, Akuntabilitas Administratif 

atau Organisasional (Administrative/ Organizational Accountability), Akuntabilitas ini 

menuntut pemangkasan hubungan birokrasi antara tanggung jawab dan perintah yang 

dilaksanakan; kedua, Akuntabilitas Hukum (Legal Accountability), berhubungan dengan 

tindakan dalam domain publik untuk memperkuat proses legislatif dan yudikatif. Ketika 

kekuatan legislatif dan yudikatif untuk menghukum administrasi baik tidak dengan cepat 
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maupun tidak luas, akuntabilitas hukum dapat diterapkan, cepat atau lambat, atau 

hukum akan diubah; ketiga, Akuntabilitas Politik (Political Accountability) Akuntabilitas 

politik dalam beberapa kasus memasukkan akuntabilitas  administrasi atau organisasi, 

terutama karena politisi terpilih menganggap tanggung jawab baik politik maupun hukum 

untuk mencapai hasil pekerjaan; keempat, Akuntabilitas Profesi (Profesional 

Accountability) menuntut Aparatur Sipil Negara profesional untuk menyeimbangkan 

antara pelaksanaan kode etik profesi dengan kepentingan masyarakat.; kelima, 

Akuntabilitas Moral (Moral Accountability) Aktivitas pejabat publik harus berakar pada 

prinsip moral dan etika sebagai pembenaran atas dokumen konstitusi dan hukum, dan 

diterima publik untuk membentuk norma dan perilaku sosial. 

Polidano (1998)membagi akuntabilitas kedalam tiga elemen utama 

yaitu:  pertama, Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum 

sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para 

birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta 

mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas 

seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan atau lembaga pemerintah 

pusat. Kedua, akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat 

untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai 

kewajiban utama. Hal ini merupakan akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil 

sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (New Public 

Management). Hal ini sangat tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan 

dengan gerakan manajemen publik baru; ketiga, peninjauan ulang secara retrospektif 

dengan acuan analisis pengawasan atau penilaian operasi suatu instansi atau 

departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

eksternal seperti inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan,Komisi dalam Dewan 

Perwakilan Rakyat, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-

badan di luar negara seperti media massa dan kelompok pemerhati atau lembaga 

swadaya masyarakat.  

Sedangkan BPKP (2007), melihat bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas di 

instansi  pemerintah, harus memegang teguh tiga prinsip yaitu pertama, Adanya 

komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; kedua, 

Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; ketiga, 

menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Peran Manajemen Intellectual Capital dalam Penerapan Anggaran 
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Reformasi sektor publik telah mendorong usaha untuk mengembangkan 

pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring 

dengan perkembangan tersebut, beberapa tehnik penganggaran sektor publik, 

antaralain tehnik anggaran kinerja (Performance Budgeting), Zero Based Budgeting 

(ZBB), dan Planning, Programming System (PPBS). Pendekatan baru dalam sistem 

anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut: 1. 

Komprehensif/komparatif 2. Terintegrasi dan lintas departemen 3. Proses pengambilan 

keputusan yang rasional 4. Berjangka panjang 5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan 

prioritas 6. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost 7. Berorientasi input, 

output dan outcome, bukan sekedar input 8. Adanya pengawasan kinerja (Mardiasmo, 

2001). 

Gaya kepemimpinan manajerial dalam sistem pemerintahan yang seharusnya 

memasuki era new publik manajemen baik dari proses pengajuan, pengusulan 

penganggaran hingga penetapan anggaran pemerintahan, baik dari skala pusat maupun 

daerah  sudah sewajibnya mengedepankan transparasi. Nilai atau semangat tata kelola 

anggaran NPM apabila dikatikan dengan tatamanajerial pemerintahan, penerapan 

gagasan implementasi nilai-nilai modal intelektual yangdikembangkan oleh ulum (2014) 

terdiri dari tiga kategori, yaitu kategori Human Capital, Struktur Capital dan Relatonal 

Capital.  

Kategori pertama, yaitu Value Added human capital. Human Capital adalah 

keahlian dan kompetensi yang dimiliki karyawan atau aparatur dalam menerima, 

memahami tugas, pokok dan fungsi  serta kemampuannya untuk dapat berhubungan 

baik dengan Stakeholderpemerintah. Termasuk dalam human capital, yaitu pendidikan, 

pengalaman, keterampilan, kreativitas, dan attitude. Menurut Bontis (2000) human 

capital adalah kombinasi dari pengetahuan, skill, kemampuan melakukan inovasi, dan 

kemampuan menyelesaikan tugas meliputi nilai Organisasi, kultur dan filsafatnya. 

Human capital juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat 

berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi. Human capital 

mencerminkan kemampuan kolektif organisasi untuk menghasilkan solusi terbaik 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam organisasi 

tersebut. dengan indikator jumlah karyawan, tingkat pendidikan, kualifikasi karyawan, 

pengetahuan karyawan, kompetensi, pendidikan dan pengembangan karyawan serta 

tingkat perputaran karyawan atau rotasi mutasi dalam dinas sangat penting untuk 

diperhatikan dan diukur. Human capital akan meningkat jika organisasi mampu 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh aparaturnya. Brinker (2000) memberikan 
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beberapa karakteristik dasar yang dapat diukur dari modal ini, yaitu training programs, 

credential, experience, competence, recruitment, mentoring, learning programs, 

individual potential and personality.Lebih lanjut, Pengembangan Modal Manusia dalam 

Proses pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, pada umumnya 

sangat bersifat individual, proses pendidikan biasanya hanya berfokus pada 

pengembangan aspek pengetahuan. Pengembangan modal manusia yang besifat 

individualis dapat dihubungkan atau ditingkatkan dengan Modal sosial,berangkat dari 

hasil kerjasama antar individu, melibatkan sejumlah orang yang bekerjasama dalam 

sebuah kelompok. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belajar bersama dalam 

kelompok (learning group) dapat meningkatkan hasil kerja kelompok dan perasaan 

menyatu dalam organisasi (Cunningham, 2002). Selaran dengan Ancok, 

(2002)keberadaan dalam pelatihan telah menumbuhkan nuansa hidup berkomunitas. 

Pengalaman melaksanakan management training menunjukkan bahwa kerja sama tim 

dan antar tim semakin meningkat pada berbagai organisasi yang menggunakan metode 

tersebut. Pendidikan karakter untuk mengembangkan kemampuan individu agar bisa 

berinteraksi dengan orang lain juga perlu dilakukan guna peningkatan modal manusia. 

Pelatihan inteligensi emosional, dan pelatihan untuk membangun kebiasaan positif dan 

pelatihan kecerdasan emosional (Goleman,1995) sangat perlu dilakukan pada 

masyarakat, apalagi bagi para aparatur pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah 

(value added). 

Modal ke dua adalah modal Value added Struktur Capital, Structural Capital 

merupakan kemampuan organisasi atau Organisasi dalam memenuhi proses rutinitas 

Organisasi dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan 

kinerja yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan (Sawarjuwono dan Kadir, 

2003), beberapa contoh Structural Capital antara lain sistem operasional Organisasi, 

proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen, dan semua bentuk 

intellectual property yang dimiliki Organisasi. Seorang individu dapat memiliki tingkat 

intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang 

buruk, Intellectual Capitaltidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang 

ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dari berbagai indikator yang 

dikemukakan oleh ulum (2014) beberapa indikator yang dapat diimplementasikan dalam 

pemerintahan antaralain adanya dan kesepahaman visi dan misi, filosofis manajemen, 

budaya organisasi, proses manajerial,sistem informasi sampai kepada teknis 

pembuatan pelaporan dan analisis kinerja. 
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Mulyadi & Setyawan (1999:285) menyatakan bahwa misi adalah jalan pilihan (the 

chosen track) suatu organisasi untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat. 

Perumusan misi adalah suatu usaha untuk menyusun peta perjalanan. Setiap organisasi 

menjalani kehidupan di dunia yang tidak berpeta. Oleh karena itu, kemampuan 

organisasi untuk membuat peta yang secara akurat menggambarkan dunia yang 

dimasuki, memberi kesempatan bagi organisasi untuk menyediakan pelayanan yang 

memenuhi kebutuhan customers-nya, sehingga kelangsungan hidup dan 

perkembangan organisasi dapat dikatakan berhasil.Setelah suatu organisasi 

menetapkan misi yang merupakan the choosen track, selanjutnya organisasi tersebut 

perlu menetapkan visi organisasi. Mulyadi dkk. (1999:285) menjelaskan bahwa visi 

adalah suatu pikiran atau gambaran kondisi yang akan kita wujudkan di masa 

mendatang yang melampaui realitas sekarang, sesuatu yang kita ciptakan yang belum 

pernah ada sebelumnnya, suatukeadaan yang akan kita wujudkan yang belum pernah 

kita alami sebelummya. Visi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan. 

Dalarn rangka pencapaian visi dan tujuan organisasi, organisasi perlu merumuskan 

stratgei. Gaspersz (2003) menyatakan bahwa strategi merupakan sekumpulan tindakan 

terintegrasi yang konsisten dengan visi organisasi yang memungkinkan pencapaian 

keunggulan hasil yang berkelanjutan. Mulyadi (2001:72) menjelaskan bahwa strategi 

adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi. 

Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi 

karena organisasi hams mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya secara 

efektif ke penvujudan visi organisasi. Strategi organisasi ini ditetapkan untuk memberi 

kemudahan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2004). Dengan 

pemantapan unsur unsur struktur capital diatas, diharapkan akan memberikan nilai 

tambah kepada organisasi pemerintahan dari sudut structural management. 

Ukuran yang ketiga adalah relational capital, Elemen ini merupakan komponen 

Intellectual Capital yang memberikan nilai secara nyata. Relational Capital dapat muncul 

dari berbagai bagian di luar lingkungan Organisasi yang dapat menambah nilai bagi 

Organisasi tersebut (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Perwujudan Relational Capital ini 

memiliki harapan optimisme harmonis atau association network yang dimiliki oleh 

Organisasi dengan para mitranya, baik yang berasal dari para atasan, lemaga legilatif, 

yudikatif, masyarakat yang dapat diandalkan dan berkualitas, berasal dari stakeholder 

yang merasa dilibatkan dan puas akan pelayanan Organisasi, berasal dari hubungan 

Organisasi dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar.  
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PENUTUP 

Dari ketiga ukuran dalam Intellectual Capital dengan tujuan untuk dapat diterapkan 

dalalam tatakelola pemerintahan, dengan tidak terbatas dalam penganggaran, unsur 

pemerintah harus mulai memikirkan kembali pemikiran konsep terlaksananya 

tranparansi pemerintahan. Humanisasi pegawai profesional yang akan memberikan 

Value added human capital, pengorganisasian, peningkatan etos kerja, pengurangan 

batasan penghambat birokrasi tercermin dalam structure capital, serta komunikasi, 

hubungan harmonis atau association network yang dimiliki oleh Organisasi dengan para 

mitra pemerintah, baik yang berasal dari para atasan, lembaga legilatif, yudikatif dengan 

pengimplementasian ketiga unsur Intellectual Capitaldalam rangka transparansi dan 

profesionalitas akan memberikan nilai tambah terhadap kinerja dan produktifitas 

pemerintah, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada 

pemerintahnya. 
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